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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Aliah SWT yang telab melimpabkar rahmat, taufik
hidayahnya schinnga kami dapat menyusun buku Iaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Politik Dalam
Negeri Tahun Anggaran 2022,

Salah satu tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat
schagai kepanjangan tangan dari Pemeriniah Pusat adalab Meningkatkan Peran Partai Politik dan
lembaga pendidikan melalui Pendidikan Politik den pengembangan etika serta budaya politik,
melaksanakan Pendidikan Politik Masyarakai, Pemantanan Pemilu dan Pilkada serta Monitormg,
evaluasi dan pemantauan dinamika politik masyarakat.

Penyusunan laporan ini adalah selain salah satu bentuk tanggung jawab, juga sebagai bentuk
pendokumentasian kegiatan yang akan dipergunakan scbagai sarana monitoring dan evaluasi
mendatang. Kami menyadari scpenubnya bahwa dalam pembuatan bukulaporan ini masih jash dari
sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna perbaikan
kaalitas laporan dimasa mendatang. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak batk
Masyarakat, ataupun instansi terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan secara menyelurub
tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan schingga laporan ini dapat diselesaikan tepat
wakru.

Demikian laporan ini dibuat agar dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pangkalan Bun, 22 September 2022
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PENDAHULUAN

Yatar Belakang

Tersclenggaranya pemerintahan yang baik merupakan menjadi faktor utama dalam upaya
pembangunan Daerah. Seperti halnya Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya untuk
menerapkan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab, tepat sasaran, akuntabel, fransparan dan
legimasi. Salah satunya melahs Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kabupaten Kotawaringin Barat
vang memiliki peranan sangat penting salah satunya menjaga stabilitas wilayah. Seperti halnya
pemerintshan umum vang berada ditingkst Daersh salah satu perannya ada di Badan kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bidang Politkk Dalam Negeri bertugas Meningkatkan peran Partai Politik dan lembaga
pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang berada
di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dasar Hukum
1. Undang — Undang Nomor 27 Tabun 1959 Tentang penetapan Undang — Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 Tentang pemabentukan Daerah Tingkat Il di Kalimanian (Lembaran Negara Repablik
Indonesia Tahua 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang — Undang {
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomer 72, Tambshan Lembaran Negara
Nomor 1320);

&

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertangguagjawaban Penggunasn Bantuan Keungan Pantai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), scbagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Talmm 2020 Tentang Perubshan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negerit Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Terttb Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Bantvan Keuangan Partai Politik
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777}

Undang-Undang Nomor 7 Talun 2017 tentang Pemiliban Ummm (Lembaran Negara Repubhk
indonesia Tabun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor
6109);

W

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentokan dan
Susunan Prangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barast (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Talun 2016 Nomor 6, Tambahas Lembaran Daerah Kabupaten Kotawarmgm
Barat Nomor 66);

5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 teptang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas Pckok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa danm Polittk Kabupaten
Kotawaringin Barat Tabus 2016 Nomor 72}
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Maksad dan Tujuan
1. Maksud:

Kegiatan Sosialisasi Penyusenan Laporar Pertanggungjawaban Bantnan Keuangan
kepada Partai Politik Se- Kabupaten Kotawaringin Barat di Badan Kesbangpol dimaksudkan
antuk :

a Menuju Pemerintahan yang baik yang dimula: dan proses administrasi yang akuntable

dan penuh pertzanggungjawaban.

b. Memberikan tambahan pengetahuan tentang proses pengajuan permohonan, pencairan

dan pertanggungjawaban yang lebih Transparan di Kabupaten Kotawarmgin Barat.
2. Tujuan:
Tujuan Kegiatan Sosialisasi Penyusonan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada
Partat Politik Se- Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya :
a Memastikan proses administrasi berjalan dengar baik sesuai petunjuk teknis yang ada
sesuai perundang-undangan yang beriaku.
b. Memberikan pencerahan peagums Partai Politik dalam hal proses Permohonan hingga
Pertanggungjawaban LPJ Bantuan Keuangan Kepada Partai Politk.
Unsur Yang Terfibat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah, Inspektorat Kotawaringin Barat, Partai Politik Se Kabupaten Kotawaringin Barat.
Hasil Yang Dicapai
Hasil dari Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik Se- Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan Tanggal 21 September 2022
merupakan kegiatan persiapan teknis dalam rangka terciptanya Good Governance , dengan hasil
scbagai berikut :
i. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
kepada Partai Polik Se- Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan 21 September 2022
berjalan dengan lancar,

2 Kegiatan dihadin perwakilan-perwakilan Pengurus Partai Polittk dan para Narasumber

Drs. Edie Faganti selakn Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tbu. MM, Hesty
riestyowati, SE. dari BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat dan Bp. Pendi Tampubolon SE_ MM
dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
Sesi dialog interaktif dari para perwakilan Pengurus Partai Politik dengan Narasumber terkant
Teknis permohonan, Pencairan dan Perlanggungihawaban Bantuan Keuvangan kepada
Partai Politik berjalan dengan batk.
Biaya

Biaya yang timbul dari Rangkaian Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bantoan Keuangan kepada Partai Politik Se- Kabupaten Kotawaringin Barat vang dilaksansken
Tanggal 21 September 2022 dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang
dalmn Dokwmen Pelaksanaan Perubshan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Polik
Kabupaten Kotawaringin Barat momor DPPA/B.1/8.01.0.00.0.00.01.00000/001/2022 tanggal 03
Japmari 2022,
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Vil Penutup ,

Demikian laporan Kegiatan Sosialisasi Penyusenan Laporan Pertanggengjawsban Baniuan
Keusngan kepada Partai Politik Se- Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan Tanggal 21
September 2022 pada Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkaten Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai
Politik, Pemilihan Umum Ataupun Pilkada Serta Pemantauan Situasi Polittk Daerab yang dapat kami
sampaikan, kiranyz dapat dijadikan bahan evaluasi dan bshan pertimbangan lebih lanjut oleh
pimpinan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun, 22 September 2022
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